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ABSTRAK

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-
negara di  sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri  mendapat
kesempatan  atau  peluang untuk  memasarkan hasil  industrinya  dengan
melakukan berbagai cara termasuk dengan perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah dalam tesis ini  adalah  bagaimana pengaturan
hukum  tindak  pidana penyeludupan  barang  impor  secara  ilegal  di
Indonesia,  bagaimakah  prosedur  penindakan  tindak  pidana
penyelundupan  barang  impor secara  ilegal,  bagaimanakah  analisis
pertimbangan  hukum  majelis  hakim  terhadap  putusan  nomor
1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Penelitian  menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif  analitis,  jenis
penelitian  adalah  yuridis  normatif,  dengan  mengkaji  Putusan  Nomor
1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg  menggunakan  metode  kualitatif  yang
menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Pengaturan  Hukum  Tindak
Pidana Penyeludupan Barang Impor diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal
109 UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.  Prosedur Penindakan
dilakukan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan
secara  represif.  Putusan  hakim  No.1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara terbukti
secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
penyeludupan  barang  impor  ilegal,  putusan  hakim  terlalu  ringan
dibandingkan  kerugian  yang  dialami  oleh  negara,  hakim  hanya
memutuskan  sesuai  dakwaan  subsider  penuntut  umum  dan
membebaskan  terdakwa  dari  dakwaan  primair  yang  seharusnya
memberatkan  terdakwa  karena  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi.
Penegakan  hukum  proses  dilakukannya  tegaknya  atau  berfungsinya
norma hukum secara nyata sebagai  pedoman pelaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
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ABSTRACK

Indonesia, with its dense population, has given countries around
Indonesia  that  are  advanced in  the  industrial  sector  the  opportunity  or
chance  to  market  their  industrial  products  by  using  various  methods,
including unlawful acts.

The  formulation  of  the  problem  in  this  thesis  is  how  the  legal
regulation  of  criminal  acts  of  smuggling  of  illegally  imported  goods  in
Indonesia,  what  are  the  procedures  for  prosecuting  criminal  acts  of
smuggling of illegally imported goods, what is the analysis of the panel of
judges'  legal  considerations  regarding  decision  number
1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

The  research  uses  descriptive  analytical  research,  the  type  of
research  is  normative  juridical,  by  reviewing  Decision  Number
1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg  using  qualitative  methods  which  produce
descriptive-analytical data.

Based on the research results, the legal regulations for the crime of
smuggling imported goods are regulated in Articles 102 to 109 of Law No.
17 of 2006 concerning Customs. Enforcement procedures are carried out
in two ways, namely preventive and repressive law enforcement. Judge's
decision No.1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg sentenced the defendant to 1 year
and  8  months  in  prison,  proven  legally  and  convincingly  guilty  of
committing the crime of smuggling illegally imported goods, the judge's
decision was too light compared to the losses experienced by the state,
judge only decide according to the public prosecutor's subsidiary charges
and  acquit  the  defendant  from  the  primary  charges  which  should
incriminate the defendant because the elements have been fulfilled. Law
enforcement is the process of enforcing or functioning real legal norms as
a guide for actors in the life of society and the state.

Keywords   :  Juridical Analysis, Crime, Smuggling,  Illegal  Imported
Goods.


